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2.1 Sistem Akuntansi

Menurut (Baridwan, 2010:4), “Sistem Akuntansi adalah formulir-formulir,
catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah
data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan
umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen
untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan
seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk
menilai hasil operasi. Menurut (Winarto, 2007:9), "Sistem Akuntansi adalah
bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perancangan dan pengevaluasian sistem
informasi akuntansi di dalam suatu perusahaan, dalam sistem akuntansi akan
banyak penyususnan berbagai prosedur akuntansi yang digunakan untuk
menangani suatu peristiwa (transaksi) mulai ari mencatat data, menggunakan
dokumen yang sesuai, hingga menyajikan laporan informasi yang baik.

Dari definisi diatas dapat dikatan bahwa sistem akuntansi adalah suatu alat
yang digunakan untuk mengatur dan mengagregasi semua data yang berhubungan
dengan semua transaksi perusahaan untuk menghasilkan informasi yang
dibutuhkan oleh manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan

untuk memantau kebijakan atau tindakan perusahaan yang akan dilakukan di masa



yang akan datang. Menurut definisi sitem akuntansi, unsur-unsur sistem
akuntansi meliputi :

a. Formulir
Formulir “merupakan dokumen yang digunakan untuk - merekam
terjadinya transaksi. Formulir ini sering disebut dokumen, karena dengan
formulir ini, semua peristiva yang terjadi di dalam organisasi
dicatat(direkam) pada selembar kertas. Formulir juga bisa disebut media
karena merupakan sarana pencatatan peristiwa-peristiva dalam
organisasi. Dalam sistem akuntansi(sistem manual), media yang
digunakan untuk mencatat data transaksi keuangan untuk pertama
kalinya adalah formulir Kkertas. Dalam sistem akuntansi yang
terkomputerisasi, berbagai cara digunakan untuk memasukkan data ke
dalam sistem pemrosesan data seperti papan ketik(keyboard).

b. Jurnal
Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat,
mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.
Sumber informasi yang terdaftar dalam jurnal. Semua data keuangan
diklasifikasikan untuk pertama kalinya menurut klasifikasi yang sesuai
berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam
jurnal terdapat kegiatan ringkasan data dan hasil ringkasan (dalam bentuk
transaksi rupiah) yang diposting ke akun yang sesuai di buku besar.
Contoh jurnal antara lain: jurnal penerimaan kas, jurnal penjualanm

jurnal umum. Pada dasarnya, jurnal akuntansi mencatat kegiatan
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perusahaan maupun instansi sehari-hari dalam bentuk angka, dan
kegiatan tersebut terus terjadi dalam kegiatan seahri-hari. Saat mencatat
jurnal, disarankan untuk mencatat setiap transaksi berdasarkan tanggal
terjadinya transaksi atau aktivitas tersebut. Jurnal akuntansi juga
memiliki fungsi historis, karena pencatatan dilakukan secara kronologis

dan sistematis.

Sebelum menyusun jurnal, harus memahami dasar-dasarnya terlebih

dahulu. Prinsip-prinsip berikut yang harus diperhatikan:

1. Mengidentifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh
perusahaan maupun instansi, seperti tagihan, memo, kuitansi, faktur.

2. Tentukan apa yang terpengaruh dalam transaksi dan klasifikasikan
sebagai ekuitas, properti, atau jenis utang.

3. Tambah atau hapus akun yang terkait dengan transaksi terkait.

4. Tentukan apakah akan mendebit atau mengkredit akun yang terkait
dengan transaksi tersebut.

5. Catat transaksi dalam jurnal biasa berdasarkan bukti transaksi yang ada.

Dalam akuntansi, jurnal juga ada jenisnya, dan jurnal akuntansi dibagi
menjadi dua jenis: jurnal biasa dan jurnal khusus. Berikut penjelasan lengkap

masing-masing jenis jurnal:

1. Jurnal Umum
Jurna adalah catatan akuntansi paling awal yang digunakan untuk

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan data data
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lainnya. Sumber informasi yang terdaftar dalam jurnal ini adalah
formulir. Dalam jurnal ini, semua data keuangan diklasifikasikan
menurut klasifikasi yang sesuai untuk pertama kalinya berdasarkan
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jurnal umum yang
dimaksud adalah jurnal yang digunkan untuk mencatat semua kegiatan
transaksi keuangan secara kronologis.
2. Jurnal Khusus
Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan berdasarkan
jenis transaksinya. Artinya, perlu diidentifikasi bentuk transaksi yang
terjadi sebelum mencatatnya dalam jurnal khusus. Sebagian besar
perusahaan komersial menggunakan jenis jurnal ini. Lalu, ada beberapa
jenis jurnal khusus, antara lain :
1. Jurnal Penjualan yaitu jurnal yang disiapkan saat menjual produk
secara kredit kepada pelanggan.
2. Jurnal Pembelian yaitu jurnal yang dibuat pada saat pembelian
barang secara kredit dari pemasok.
3. Jurnal Pengeluaran Kas vyaitu jurnal yang digunakan untuk
mencatat semua pengeluaran kas.
4. Jurnal Penerimaan Kas yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat

semua pendapatan tunai untuk bisnis.

Selain berbagai jenis jurnal tersebut dia tas, ada juga yang disebut jurnal

penyesuaian dalam jurnal akuntansi, yaitu jurnal yang dibuat dalam proses
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pencatatan perubahan saldo akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang

sebenarnya.

c. Buku Besar
Buku besar terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data
keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Akun-akun dalam
buku besar ini disediakan berdasarkan informasi yang disediakan dalam
laporan keuangan. Di satu sisi, buku besar dapat dianggap sebagai forum
untuk mengklasifikasikan data keuangan, dan disisi lain, juga dapat
dianggap sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan
keaungan. Buku besar di suatu perusahaan maupun instansi, juga dapat
digunakan sebagai pencatatan data transaksi bisnis yang akurat. Masing-
masing data tersebut akan lebih mudah dimasukkan pada akhir periode,
yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan. Dengan pencatatan data
transaksi yang benar dan akurat, pelaporan keuangan juga akan lebih
mudah.
1. Buku Besar Berbentuk T
Buku besar berbentuk T adalah bentuk buku besar yang paling
sederhana dalam akuntansi keuangan, dan bentuknya seperti huruf T
besar. Kredit ditampilkan di sebelah kanan dan debit ditampilkan di
sebelah Kiri. Bentuk dan fungsi buku besar ini sangat sederhana dan
mudha. Nama akun ditempatkan di sudut Kiri atas buku besar dan
kode akun ditempatkan di sudut kanan atas buku besar. Jumlah

rekening dan transaksi yang terdaftar untuk setiap perusahaan
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berbeda. Itu tergantung pada jenis usaha dan jenis transaksi yang
terjadi selama transaksi bisnis. Meski akun yang didaftarkan
berbeda, bentuk T ledger tetap sama. Kesamaan mereka adalah
format tanggal, debit, kredit, dan nama dan nomor rekening, dan
total di akhir jumlahnya.

. Buku Besar Bentuk Skontro

Bentuk skontro biasanya disebut bentuk dua kolom. Skontro sendiri
berarti satu sisi atau dibagi dua yaitu kiri dan kanan atau debit dan
kredit. Fungsi buku besar tabel kontrol sangat penting dan sering
digunakan dalam bisnis. Buku besar bentuk skontro merupakan
bentuk buku besar perusahaan, sangat sederhana, namun tetap detail
dan nominal dalam setiap pencatatan transaksinya.

. Bentuk Staffle Berkolom Saldo Tunggal

Buku besar bentuk berkolom saldo tunggal biasanya digunakan
untuk perusahaan dengan jumlah transaksi yang banyak. Kolom
saldo digunakan untuk menuliskan hasil setelah terjadi transaksi
debit atau kredit. Ini akan lebih mudah jika jumlah transaksi yang
terjadi dalam satu periode transaksi dan nominalnya.

. Bentuk Staffle Berkolom Saldo Rangkap

Definisi buku besar bentuk staffle berkolom rangkap ini miring
dengan formulir buku akun saldo kolom saldo buku besar. Satu-
satunya perbedaan dari format kolom tunggal adalah kolom saldo,

yang dibagi menjadi dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit.
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d. Buku Pembantu
Buku pembantu terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data
keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Jika
data klasifikasi dalam buku besar memerlukan rincian lebih lanjut, maka
dapat dibentuk sub buku besar. Buku besar dan buku pembantu adalah
entri terakhir, yang berarti bahwa setelah data buku besar diringkas
dalam akun buku besar dan buku pembantu, tidak ada catatan akuntansi
lainnya.
e. Laporan

Laporan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah perusahaan,
baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Tentu saja, jika tidak
ada laporan keuangan, bisnis akan sulit berkembang. Laporan keuangan
memiliki pengaruh tertentu terhadap perkembangan perusahaan,
termasuk menggambarkan status perusahaan, seperti evaluasi dan
perencanaan kerja, serta menunjukkan kredibilitas perusahaan sebagai
bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai betuk tanggung jawab
perusahaan. Laporan merupakan hasil proses akuntansi yang dapat
berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan
modal. Ada beberapa jenis laporan keuangan yang perlu diketahui,
diantaranya:
1. Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan keuntungan jumlah dan

status aset dan modal suatu perusahaan sehingga dapat seimbang.
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2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah pernyataan yang menunjukkan keuntungan
dan kerugian yang dicapai perusahaan dalam periode waktu tertentu.
Perhitungan sederhananya adalah pendapatan dikurangi pengeluaran.
3. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah pernyataan yang menunjukkan arus kas yang
dikeluarkan dan dicatat perusahaan dalam suatu periode waktu
tertentu.
4. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan
perubahan modal yang telah terjadi dengan meningkatkan keuntungan

atau mengurangi kerugian perusahaan.

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Pada hakekatnya, akuntansi pemerintahan adalah penerapan akuntnasi di
bidang keuangan nasional (keuangan publik), terutama pada tahap pelaksanaan
anggaran, termasuk semua efek langsung dan permanen pada pemerintahan dan
unit di semua tingkatan. Definisi Akuntansi Pemerintahan bervariasi menurut para
ahli. Menurut (Baswir, 2000:7), “Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi
untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang
berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan
untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemeritahan senantiasa berukuran
besar, namun sebagaimana dalam perusahaan tergolong sebagai lembaga mikro.

Namun, menurut (Halim, 2002:143), “Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah
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kegiatan jasa dalam rangka menyediakam informasi kuantitatif terutama yang
bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi
yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arahh
tindakan. Tujuan dari akuntansi pemerintah sendiri yaitu :

a. Sistem Akuntabilitas

Dalam pemerintahan, keuangan negara yang dikelola harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan konstitusional. Pasal
23 ayat 5 UUD 1945 mengatur pelaksanaan fungsi tersebut di Indonesia

b. Manajemen

Akuntansi ~ Pemerintahan =~ memungkinkan  pemerintah  untuk
merencanakan dalam bentuk APBN dan strategi pembangunan lainnya,
melaksanakan kegiatan pembangunan dan mengendalikan kegiatan
tersebut, untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

c. Pengawasan

Audit keuangan di Indonesia meliputi audit keuangan umu, pemeriksaan
kepatuhan, dan audit operasi atau manajemen.

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan
dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintahan menyebutkan beberapa
karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

a. Pemerintahan mencatat anggaran saat diumumkan.

b. Dalam akuntansi pemerintah, lebih dari satu jenis dana dapat digunakan.

c. Akuntan publik akan mencatat belanja modal.
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d. Akuntansi pemerintah kaku karena sangat bergantung pada hukum dan
peraturan.
e. Akuntansi pemerintah tidak akan mengakui estimasi modal dan laba

ditahan di neraca.

2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP no. 24 tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu sistem akuntansi pemerintahan
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan
pemerintah. Menurut (Nordiawan, 2006:5). “ Serangkaian prosedur yang saling
berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan
untuk menghasikan informasi dalam bentu laporan keuangan yang ditunjukkan
pihak intern dan ekstern pemerinta daerah untuk mengambil keputusan ekonomi”.

Menurut (Gade, 2000:95), “Sistem akuntansi pemerintahan adalah sistem
akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang
tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh
badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada
pemerintahan.

Menurut berbagai definisi sistem akuntansi pemerintahan yang
didefinisikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntnasi, yang terdiri dari

seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan
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yang relevan, andal, tepat waktu. Informasi yang diberikan dalam bentuk laporan
bagi pemerintah daerah internal dan eksternal untuk digunakan dalam
pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, dimensi sistem akuntansi
keaugan daerah meliputi :

a.  Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

b.  Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

c.  Sumber Daya Sistem Akuntansi Kepegawaian, dan

d. Sistem teknologi informasi.

Salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah sistem dan
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah pasti
akan mengalami perubahan yang sangat mendasar, sehingga pemerintahan daerah
dapat dilaksanakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, bukan korupsi.
Adanya pemerintahan daerah maka pemerintahan daerah harus mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

Ada banyak alasan mengapa kualitas informasi keuangan yang akurat dan
andal harus dimiliki oleh pemerintah, yaitu :

1.  Pemerintahan memiliki fungsi untuk mengambil alih, mengatur dan
mendistribusikan dana publik, dan jumlahnya sangat besar. Jika
pemerintah membelanjakan dana tersebut secara sembrono, maka dapat
dianggap sebagai kebocoran skala besar yang akan berdampak makro
ekonomi terhadap perekonomian.

2. Pemerintah adalah pihak yang dipercaya rakyat untuk mengelola sumber

daya ekonomi yang dimiliki negara. Oleh karena itu, masyarakat berhak
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memprioritaskan  informasi dan  merupakan tanggung jawab
pemerintahan untuk menggunakan sumber daya ekonomi tersebut.

3. Demokrasi yang sehat mengharuskan warga negara percaya pada
kredibilitas politik dan pejabat dan warga negara yang peduli dengan
proses politik. Jika pemerintah secara konsisten memberikan informasi
pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan dapat diandalkan,
kepercayaan publik akan meningkat, yang pada saat gilirannya akan

memperkuat dukungan publik terhadap pemerintah.

2.1.3 Laporan Keuangan Daerah

Menurut Halim Abdul (Abdul, 2007) menyatakan bahwa keuangan daerah
adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala
sesuatu berupa uang maupun barang, yang dapat dinilai dengan uang, juga segala
sesuatu berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah
sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi
serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian ini
tidak berbeda jauh dengan pengertian sebagaiman dijelaskan dalam Ketentuan
Umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian keuangan daerah
sebagai hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan daerah tersebut.

Laporan keuangan daerah adalah ringkasan proses pencatatan, ringkasan

transaksi keuangan yang terjadi pada tahun anggaran yang bersangkutan, dan
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bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, yang digunakan untuk
mengelola dana masyarakat dari pada, retribusi, atau transaksi lainnya. Laporan
keuangan juga merupakan laporan entitas pelapor yang termasuk dalam
komponen laporan keuangan. pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/wilayah selama periode
waktu tertentu. Laporan keuangan pemerintah daerah bertanggungjawab atas
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tujuan laporan keuangan daerah berbeda dengan tujuan keuangan di
swasta. Tujuan laporan keuangan di swasta adalah untuk mengukur laba, dan
tujuan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya.
2. Melaporkan hasil usaha.

3. Melaporkan kondisi keuangan.

4. Laporan sumber daya jangka panjang.

Secara umum mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan daerah
membutuhkan informasi untuk membantu mereka membuat keputusan ekonomi,
sosial, dan politik serta mengevaluasi penggunaan sumber daya oleh pemerintah.
Pengguna laporan keuangan juga memperhatikan rrencana pelaksanaan dan hasil
dari rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan laporan keuangan.
pengguna laporan keuangan mengharapkan laporan keuangan daerah memberikan
informasi sebagai berikut:

1. Manajemen dan kepatuhan

2. Laporan keuangan
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3. Kinerja
4. Dampak ekonomi
Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah
bertanggungjawab sesuai dengan wewenang Yyang telah diberikan dalam
mengelola organisasi. Kualitas didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap standar,
diukur menurut tingkat ketidaksesuaian dan dicapai melalui pemeriksaan. Kualitas
juga merupakan penilaian produksi sesuatu oleh pusat pertanggungjawaban,
termasuk barang-barang berwujud (komoditas) dan tidak berwujud (kegiatan).
Laporan keuangan tidak hanya mencakup laporan keuangan, tetapi juga sarana
komunikasi informasi lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terkait
dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang

sumber daya ekonomi, hutang, dan pendapatan berkala.

2.2 Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi adalah adanya kebijakan pengungkapan regulasi. Pada saat
yang sama, semua informasi tentang aspek kebijakan pemerintah yang dapat
diakses oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan dapat melahiran
persaingan politik yang sehat dan toleran, serta kebijakan yang disasarkan pada
preferensi publik. Menurut (Dwiyanto, 2006:80), “Transparansi sebagai
penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi - publik dan dijaminnya
kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.
Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar
menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus

disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi
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tersebut”. Makna transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
dipahami dari dua aspek, yaitu :
1. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan
2. Upaya meningkatkan pengelolaan dan tata kelola pemerintahan yang
baik, serta mengurangi kolusi, korupsi, dan Kesempatan Praktek Nepotisme
(KKN).
Prinsip transpransi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
dipahami dari dua aspek, yaitu :
a. Adanya sistem terbuka dan terstandarisasi yang jelas dan mudah
dipahami untuk semua proses pengelolaan pemerintahan.
b. Ada mekanisme untuk memfasilitasi pertanyaan terbuka tentang proses
tata kelola.
c. Adanya mekanisme pelaporan dan penyebarluasan informasi

pelanggaran pejabat publik dalam kegiatan administrasi pemerintahan.

2.3 Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator penting bagi pemerintah
untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan memiliki
kewajiban untuk melaporkan, menunjukkan dan mengungkapkan setiap kinerja
yang dilakukan, karena ini adalah kebutuhan publik (auditor, komunitas dan
investor) untuk mengelola dana. Akuntabilitas adalah istilah yang mencerminkan
tingkat tanggung jawab seseorang atau organisasi tertentu yang terkait dengan
sistem administrasi. Dari definisi umum akuntabilitas, berikut ini adalah beberapa

definisi akuntabilitas yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut (Mahmudi,
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2010:23), “Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola
sumber daya, melaporkanm dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan
yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat
(prinsipal). Akuntabilitas dalam lembaga publik dapat dibagi menjadi lima bagian
yaitu :
a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas ini juga merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan
dengan aktivitas penegakan hukum dan juga norma kejujuran yang
ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam penyalahgunaan
kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
b. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan
dengan pola kerja manajerial yang harus dilaksanakan dengan efektif dan
efisien.
c. Akuntansi Program
Akuntansi ini peruoakan pertanggung jawaban yang berhubungan dengan
setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam
program ini harus bisa menunjukkan jika program yang akan dibangun
dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat
dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan
optimal.

d. Akuntansi Kebijakan
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akuntansi ini merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan
dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil. Dalam hal ini,
orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik
itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang
ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin
ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil.
e. Akuntansi Finansial

Akuntansi ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik
terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada
pemerintahan. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang
tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai

macam pertanggungjawaban lainnya.

Namun, menurut (Mardiasmo, 2006:3), “Akuntabilitas adalah bantuk
kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan
misis organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik.



